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ABSTRAK 

Bai’ Al-Talji’ah menurut bahasa artinya (paksaan) atau (darurat), yaitu 

suatu bentuk jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual yang sedang dalam 

kondisi terdesak (terpaksa) karena khawatir hartanya diambil oleh orang lain, atau 

suatu harta yang masih dalam sengketa agar tidak mengalami kerugian, harta 

tersebut dijual kepada pihak lain. Pilihan menjual barang dilatabelakangi oleh 

tujuan untuk menyelamatkan hartanya atau mendapatkan keuntungan lebih 

sebelum harta dibagi dengan pemilik lainnya. Permasalahan dari penelitian ini 

adalah apa persamaan dan perbedaan  pendapat Imam Syāfi’ī dan Imam Mālik 

tentang Bai’ Al-Talji’ah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pendapat Imam Syāfi’ī dan Imam Māliki tentang Bai’ Al-Talji’ah, serta 

mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syāfi’ī dan Imam Māliki 

Tentang Bai’ Al-Talji’ah. Penelitian ini adalah Studi kepustakaan, yaitu dengan 

meneliti pendapat Imam Syāfi’ī dan Imam Māliki. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif analisis 

komparatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengutip 

dari sumber-sumber bacaan yang relevan. Pengolahan data dilakukan melalui 

tahap editing dan sistemating. Analisis data menggunakan analisis kualitatif 

dengan pendekatan berpikir menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil 

penelitian kiranya dapat dikemukakan bahwa Persamaan pendapat menurut Imam 

Syāfi’ī  dan Imam Māliki tentang bai Al-Talji’ah dilihat dari aspek penjual. Yaitu 

penjual yang menjual hartanya secara terpaksa agar terhindar dari orang yang 

zalim. Perbedaan menurut Imam Syāfi’ī bahwa Bai’Al-Talji’ah dihukumi sah 

karena rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi secara sempurna 

sepanjang persyaratan tersebut tidak dinyatakan dalam akad, adapun keridhaan itu 

berada dibelakang syarat sah pelaksanaan akad berdasarkan sesuatu yang terlihat 

(zhahir-nya) bukan niatnya. Sedangkan menurut Imam Māliki bahwa Bai’ Al-

Talji’ah hukumnya tidak sah karena tidak adanya pembebanan syara’ sedangkan 

pemaksaan menjadikan seseorang tidak terbebani syara’ dan orang yang tidak 

terbebani syara’ tidak sah jual belinya. 
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MOTTO 

 

                            

                      

 

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 

saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya 

hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah ; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

(Q.S. Al-Baqarah: 282). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

  Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak terlepas dari 

pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda 

bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan 

memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul Proposal 

penelitian ini yaitu “ANALISIS PENDAPAT IMAM SY ̅FI‟ ̅ DAN 

IMAM M ̅LIKI TENTANG BAI„ AL-TALJI’Ah” maka perlu 

dikemukakan istilah atau  kata-kata penting agar tidak menimbulkan 

kesalah pahaman bagi para pembaca sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, 

munasabah, duduk perkaranya, dsb).
1
 

2. Pendapat adalah suatu proses atau cara, perbuatan, memikir, masalah 

yang memerlukan pemecahan. 
2
 

3. Imam Sy ̅fi‟ ,̅ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah imam yang 

ketiga menurut susunan tarikh kelahiran yang lahir pada 105. Beliau 

adalah pendukung terhadap ilmu had t̅s dan pembaharu dalam agama 

(mujaaddid) pada abad kedua hijriyyah.
3
 

                                                             
1
Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 4, (jakarta: 

Gramedia pustaka utama, 2011), h.58. 
2
Abdulloh, pius, Trisno, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: 1994), h.873. 

3
Ahamd al-syubarsi, Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab ( jakarta: Amzah,2008) 

h.139. 



 

4. Imam M ̅liki, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah imam yang 

besar dari kota madinah dan imam bagi penduduk hijaz. Ia salah 

seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi kota madinah dan juga 

terakhir bagi fuqah ̅‟ Madinah.
4
 

5. Bai’ Al-Talji’ah adalah suatu bentuk jual beli yang dilakukan oleh 

seorang penjual yang dalam kondisi terdesak (terpaksa) karena hawatir 

hartanya diambil orang lain.
5
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan obyektif  

a. Karena telah terjadi perbedaan pendapat yang begitu tajam 

dikalangan para ulama mengenai masalah Bai’ Al-Talji’ah, yang 

belum ditemukan dalam persoalan-persoalan Bai’ Al-Talji’ah 

lainnya. Menurut Imam Sy ̅fi‟ ,̅ Bai’ Al-Talji’ah itu boleh 

sedangkan menurut Imam M ̅liki, Bai’ Al-Talji’ah tidak boleh. Hal 

ini perlu diteliti tentang pandangan ulama tersebut dan alasan 

alasan apa dari kedua imam tersebut membolehkan dan tidak 

membolehkan dalam Bai’ Al-Talji’ah.  

b. Karena judul proposal ini belum pernah dibahas, oleh karena itu 

perlu untuk mengkajinya. 

 

 

                                                             
4
Ibid, h. 71. 

5
Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 144. 



 

2. Alasan subyektif 

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut 

serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangatlah 

memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 

b. Menurut penulis kajian yang berhubungan dengan judul proposal 

ini belum banyak yang mengkaji oleh karena itu perlu untuk 

mengkajinya serta judul yang akan diangkat ada relevansinya 

dengan jurusan mu‟amalah. 

C. Latar Belakang Masalah  

 Agama Islam mengandung dua petunjuk mengenai bagaimana 

sebaiknya umat Islam menyelenggarakan dua aspek kegiatan dimuka 

bumi. Aspek pertama adalah kegiatan yang bersifat pribadi dan ritual yang 

disebut sebagai ibadah. Aspek yang kedua kegiatan intelektual dan sosial 

yang disebut muamalah.
6
 Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama 

dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa artinya saling 

bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah 

pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari 

arti luas dan arti sempit. Definisi pengertian muamalah dalam arti luas 

adalah aturan hukum allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya 

dengan urusan duniawi, dan definisi pengertian m ̅amalah arti sempit 

adalah aturan-aturan allah yang mengatur hubungan manusia dengan 

                                                             
6
M. Natsir Arsyad, Seputar Sejarah dan M ̅amalah. (Bandung : Al-Bayan, 1999), h.147. 



 

manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan 

harta benda.
7
 

 Berdasarkan dari sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan 

manusia, maka jual beli termaksud salah satu bentuk muamalah. Aspek ini 

sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup 

manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat 

hidupnya jika tidak berkerjasama dengan orang lain.
8
 

 Menurut pengertian fiqih mu‟amalah, jual beli adalah tukar 

menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang yang dilakukan 

dengan jalan melepas hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar 

saling merelakan sesuai ketentuan yang dibenarkan syara‟ (Hukum 

Islam).
9
 Atau tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan 

rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang 

yang dijual menjadi hak milik pembeli sebagai pengganti harga barang, 

menjadi milik penjual.
10

 Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong 

menolong sesama manusia. Sebab, transaksi jual beli tidak hanya dilihat 

sebagai mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai sarana 

saling tolong menolong. Bagi penjual, ia memenuhi kebutuhan barang 

yang dibutuhkan pembeli, sedangkan bagi pembeli, ia merasa memenuhi 

kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar 

                                                             
7
Ibid., h148-149. 

8
Enang Hidayat,  Fiqih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1 

9
Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Asfek Hukum Keluarga dan Bisnis), 

(Bandar Lampung: Faklutas Syari‟ah Iain Raden Intan Lampung, Lampung, 2014), h.104. 
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inilah, jual beli merupakan aktivitas yang mulia dan islam 

memperkenankannya. Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu 

dijelaskan dalam al-qur‟an surah An-Nisa  ayat 29:  

                    

                       

            
Artinya: “wahai orang-orang yang berima, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh allah maha penyayang 

kepadamu. (Q.S an-nisa‟: 29.)
11 

 

  Akad dilihat dari sifat yang diberikan syarat, atas kelengkapan 

rukunnya, terbagi menjadi akad sh ̅hih dan ghairul sh ̅hih (menurut 

mayoritas ulama). Akad sh ̅hih adalah akad yang rukun dan syaratnya 

terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan akad ghair sh ̅̅hih kebalikan dari 

akad sh ̅hih atau biasa disebut dengan akad batil atau f ̅sid.  

  Hukum Islam, mengadakan aturan aturan bagi keperluan-keperluan 

manusia untuk membatasi keinginan, hingga memungkinkan manusia 

memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain.
12

 

Dapat di pahami, bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar 

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara 
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kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang 

menerima harga sesuai dengan perjanjian (ketentuan yang telah dibenarkan 

syara‟ dan disepakati).
13

 Maksud dari sesuai ketentuan hukum adalah 

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun dan hal lainnya yang ada 

kaitannya dengan jual beli bila hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan 

syara‟.
14

 

 Berkembangnya suatu zaman menjadikan jual beli semakin 

beraneka ragam. Salah satunya adalah Bai’ Al-Talji’ah. Bai’ Al-Talji’ah 

menurut bahasa artinya (paksaan) atau darurat. Sedangkan menurut 

istilah adalah pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya agar 

cepat habis agar terhindar dari kejahatan orang zalim.
15

 

Ketika Bai’ al-Talji’ah dilakukan ada 2 kemungkinan yang terjadi,  

a. Terpaksa jual beli 

Misal karena ada gangguan dari orang lain terhadap barangnya. 

seperti, seseorang menjual motor karena ada yang berencana 

merampasnya. Bisa jadi dibalik transaksi penjual dan pembeli sepakat 

membatalkan akad secara rahasia. Jika yang mau merampas barang 

sudah pergi. 

b. Terpaksa terkait hak suf‟ah 

Ini terkait hak suf‟ah, misalnya A memiliki tanah berdampingan 

dengan B. Lalu A menjual ke C, tanpa memberi tahu  B. Dalam hal 
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ini,  B memiliki hak suf‟ah, karena dia yang paling berhak terhadap 

tanah itu. Sehingga B boleh membeli kembali dari C secara paksa.  

  menurut Imam Sy ̅fi‟  ̅Bai’ Al-Talji’ah tersebut sah, karena rukun 

dan syarat dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi secara sempurna. 

Sebagaimana sahnya jual beli dengan syarat yang f ̅sid. Sepanjang 

persyaratan tersebut tidak dinyatakan dalam akad. Sedangkan menurut 

pendapat imam M ̅liki jual beli tersebut batal atau tidak sah, karena pelaku 

akad sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan akad jual beli, serta 

yang dinilai dalam akad adalah maksud dan tujuan, bukan apa yang 

diucapkan dan yang keluar dari lisan. 

D. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka 

penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang 

bekaitan dengan pemaksaan dalam transaksi jual beli (Bai’ Al-Talji’ah) 

dimana pada penelitian ini berfokus pada perbedaan pendapat Imam 

Sy ̅fi‟  ̅dan Imam M ̅liki tentang Bai’ Al-Talj’iah. 

E. Rumusan masalah  

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu di 

rumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, adapun 

yang menjadi pokok permasalah adalah tentang apakah persamaan dan 

perbedaan pendapat antara Imam Sy ̅fi‟  ̅dan Imam M ̅liki tentang bai’ Al-

Talj’iah? 

 



 

F. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui persamaan pendapat Imam Sy ̅fi‟  ̅ dan Imam 

M ̅liki tentang Bai’Al-Talji’ah. 

b) Untuk mengetahui perbedaan pendapat Imam Sy ̅fi‟  ̅ dan Imam 

M ̅liki tentang Bai’ Al-Talji’ah. 

G. Signifikasi penelitian  

1. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi 

seluruh masyarakat dan dapat memberikan wawasan pemikiran yang 

luas khususnya bagi umat Islam terkait  pendapat Imam Sy ̅fi‟  ̅ dan 

Imam M ̅liki tentang Bai’ Al-Talji’ah, serta mampu memberikan 

pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai hukum islam. 

2. Secara praktis Penelitian ini dimaksudkan Sebagai pelaksana tugas 

akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memeperoleh 

gelar sarjana hukum di Fakultas syari‟ah dan Hukum di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung 

H. Metode penelitian  

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh 

pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Adapun penelitian ini 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research), artinya data 

dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber 



 

kepustakaan, baik berupa buku-buku fiqih m ̅amalah, kisah-kisah 

sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang 

dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun laporan ilmiah.
16

 

2. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis Komparatif, yang 

dimaksud dengan metode Deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena 

tertentu.
17

 Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang 

kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.
18

 

Metode Komparatif adalah suatu metode yang membandingkan dua 

atau lebih tokoh atau aliran yang menelaah persamaan atau perbedaan 

mereka mengenai hakikat manusia, dunia, jiwa, serta politik.
19

 

 Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memahami perbedaan 

pendapat antara Imam Sy ̅fi‟i dan Imam M ̅liki mengenai Bai’ Al-

Talji’ah. Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif  Komparatif, dimana penulis 

membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat 
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mengenai pandangan Imam Sy ̅fi”i dan Imam M ̅liki mengenai bai’ Al-

Talji’ah. Kemudian dibandingkan (komparasi) dan di analisis 

berdasarkan data primer dan sekunder untuk mencari sebab yang 

melatar belakangi pandangan diantara mereka. 

3. Sumber dan Jenis Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, 

sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi: 

a) Bahan Hukum Primer yaitu peneliti bersumber pada Al-Qur‟an, Al-

Hadis, kitab Al-Umm yang merupakan kitab momental karangan 

imam Syafi‟  ̅ dan kitab Al-Muwaththa’yang merupakan karangan 

imam M ̅liki bin  ̅nas. 

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang mendukung dalam  

penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari kitab-kitab yang 

dikarang oleh Ashab sy ̅fi’ y̅yah dan M ̅likiyyah, buku-buku, 

jurnal, dan pendapat lain yang ditulis oleh tokoh lain, dan judul-

judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang dimaksud. 

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti 

media internet, kamus hukum, dan ensiklopedia. 

 



 

4. Metode Pengumpulan Data  

 Penelitian ini termaksud jenis penelitian kepustakaan (library 

research) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data 

penelitian dengan cara membaca, menelaah sumber-sumber data, baik 

dari kitab-kitab, buku-buku, artikel, dan sumber bacaan lainnya, 

menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap 

bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis 

mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan 

masalah-masalah dalam skripsi ini. 

5. Pengolahan Data  

Setelah data relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah 

dengan cara:  

a) Pemeriksaan data (Editing), yang mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benra, dan sudah 

sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas tanpa 

kesalahan. 

b) Sistematisasi data (Sistematizing), yaitu melakukan pengecekan 

terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara 



 

istematis, terarah dan beraturan dengan klasifikasi data yang 

diperoleh.
1
 

6. Metode Analisis Data 

 Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis kualitiatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Maksudnya 

adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah-kaidah 

kualitatif. Kaidah Kualitatif adalah bahwasanya proses analisis 

tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan cara 

membandingkan teori dengan tujuan baru yang berupa penguatan 

terhadap teori lama, maupun teori yang ada tanpa menggunakan 

rumus statistik. 

 Analisis data didasarkan pada analisis deduktif, analisis deduktif 

bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui 

analisa yang benar, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat 

khusus.
2
 Kesimpulan akhir menggunakan metode Komparatif yaitu 

metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil 

penelitian tentang perbedan pendapat antara Imam Sy ̅fi‟  ̅ dan Imam 

M ̅liki mengenai Bai’ Al-Talji’ah.
3
 Dari metode ini diharapkan akan 

memperoleh data-data yang objektif sehingga dapat menjawab 

permasalahan diatas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Tinjauan Tentang Jual Beli 

a. Pengertian dan Dasar Jual Beli 

Secara etimologi jual beli diartikan: “Pertukaran sesuatu dengan 

sesuatu (yang lain).
1
 Jual beli disebut dengan Al-Bai’ yang berarti 

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. Al-Bai’ terkadang 

dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu Al-Syir ̅’ yang berarti 

membeli.
2
 Dengan demikian, Al-Bai’ mengandung arti menjual sekaligus 

membeli atau jual beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan 

menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli.
3
 Dengan demikian 

Jual beli adalah transaksi yang mengharuskan adanya seorang penjual, 

seorang pembeli, barang dan harga atau menukar harta dengan harta yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
4
 

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar 

suatu yang bukan kemanfaatannya atau kenikmatan. Perikatan adalah 

akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat 

ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi 

sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Jual beli 

dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan 
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kemanfaatnya dan bukan pula kenikmatan yang mempunyai daya tarik, 

penukaran bukan emas bukan pula perak, benda yang dapat direalisir dan 

ada sertifikat (tidak diragukan).
5
 

Jual beli itu ada dua macam. Petama, jual beli menurut sifat barang 

yang menjadi tanggungan penjualan. Apabila telah ada sifat tersebut, 

maka si pembeli tidak diperbolehkan untuk melakukan khiyar paada 

barang yang ada dan yang telah sesuai sifatnya. Kedua, jual beli suatu 

benda yang menjadi tanggungan penjual benda itu, yang akan diserahkan 

oleh penjual kepada pembeli. Apabila benda tersebut rusak, maka penjual 

tidak dapat menanggung selain benda yang telah dijualnya. Oleh sebab 

itu, dapat disimpulkan bahwa (seseorang) tidak diperbolehkan melakukan 

transaksi, kecuali dengan dua cara ini.
6
 

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-

hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid), agar 

mu‟amalah berjalan sah  

Adapun definisi jual beli (al-bai’) secara terminologi diungkapkan 

oleh para ulama sebagai berikut:  

a) Menurut ulama Hanāfiyah, jual beli (al-bai’) adalah kepemilikan harta 

dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang di 

tentukan. 

b) Menurut ulama Mālikiyah, jual beli (al-bai’) adalah akad saling tukar 

menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, 
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adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu 

bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam 

bentuk zat benda. 

c) Menurut ulama Syāfi‟īyyah, jual beli (al-bai’) adalah akad saling 

tukar-menukar yang tujuannya memindahkan kepemilikan barang atau 

manfaatnya yang bersifat abadi. 

d) Menurut ulama Hanābilah, jual beli (al-bai’) adalah saling tukar 

menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang 

diperbolehkan syara‟, bersifat abadi bukan termasuk riba dan 

pinjaman.
7
 

e) Menurut Imam al-Nawawī, berdasarkan buku Ahmad Nahrawī Abdul 

Salām al-Indūnīsī menyebutkan bahwa umat Islam sepakat bahwa 

transaksi yang sah terjadi setelah adanya proses pemilihan barang oleh 

pembeli.
8
 

Definisi jual beli (al-bai’) sebagaimana yang dikemukakan  para 

ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa,  jual beli adalah suatu 

perjanjian untuk melakukan pertukaran barang dengan barang, uang 

dengan barang, menggunakan cara melepaskan hak kepemilikan dari 

pedagang kepada pedagang lainnya dengan syarat saling merelakan, atau 

suka sama suka menurut cara yang ditentukan oleh syari‟at baik dengan 
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cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijāb dan 

qabūl, seperti yang berlaku pada jual beli umumnya.
9
 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada 

situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fiqih Māliki, 

ukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberi 

contoh ketika terjadi praktik (penimbunan barang sehingga stok hilang di 

pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikār dan 

mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan 

itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk 

menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan 

harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya 

sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi dalam jual beli mempunyai 

landasan dasar hukum yaitu sebagai berikut:
10

 

a) Al-Qur’ān. 

Al-Qur’ān dalam kajian ushūl al-fiqh merupakan objek pertama 

dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. 

Al-Qur’ān menurut bahasa berarti “bacaan” dan menurut istilah ushūl 

al-fiqh, al-Qur’ān berarti “kalam (perkataan) Allah yang diturunkannya 

dengan perantaraan malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw, 

dengan bahasa arab serta dianggap beribadah membacanya”.
11
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Allah SWT Mensyari‟atkan jual beli sebagai satu kemudahan 

untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia 

mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan manusia lainnya. 

Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk 

itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu 

sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli dan mengharamkan 

riba di dalam jual beli. Adapun landasan hukum jual beli yang 

dianjurkan dalam Islam yang bersumber dari al-Qur’ān yaitu sebagai 

berikut: Firman Allah Q.S al-Baqarah (2) ayat: 275:  

                 

                           

                               

                       

      
 

Artinya:”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 



 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).
12

 

 

Riba secara bahasa  berarti Ziyādah (tambahan). Dalam pengertian 

lain, secara linguistik riba berarti “tumbuh” dan “membesar” sedangkan 

menurut istilah, riba berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok 

atau modal secara bāthil. Maksud dari tambahan disini, yaitu tambahan 

kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan 

perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena 

tertunda pembayaran, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan 

dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang 

diharuskan adanya serah terima langsung.
13

 

Allah SWT mensyari‟atkan jual beli sebagai satu kemudahan untuk 

manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia 

mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan manusia lainnya. Untuk itu, 

diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu 

sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli dan mengharamkan riba 

di dalam jual beli. Firman Allah Q.S al-Baqarah (2) ayat 282: 

                         

                           

 
Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op. Cit., h. 47  
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Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi 
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kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah ; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu”.(Q.S. Al-Baqarah: 282).
14

 

 

Berdasarkan ayat di atas memberikan penegasan bahwa Allah Swt 

memberikan pelajaran yang sangat jelas tentang mu’āmalah yaitu dalam 

mencari keuntungan, sehingga tidak dibenarkan jika dalam pencariannya 

mengandung unsur bāthil, makna bāthil adalah mengambil dan 

memperoleh harta dengan jalan yang tidak dibenarkan syara‟ seperti 

mengambil harta tanpa ada kerelaan dari pemilik, atau menafkahkan 

harta di jalan yang tidak memiliki manfaat secara syar‟i.
15

 Seperti 

melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara bāthil, 

seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang 

kebutuhan pokok untuk menaikan harganya, dan beberapa perbuatan lain 

yang dilarang.
16

 

b) Sunnah.  

Sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi 

Muhammad Saw. Setelah diangkat menjadi Nabi, yang berupa ucapan, 

perbuatan dan taqrir beliau yang bisa dijadikan dalil bagi hukum syar‟i.
17

 

 

ضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ أَخِيْوِ ..لَايبَِيْعُ بَ عْ ...  
 18عنو( اللهرضي عمر بن اللهد عن عب ومسلم )رواه البخاري
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya ..., h. 48.  
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Mushaf Ash-Shahib, Terjemahan –Rasm Utsmani Waqaf dan Ibtida’, (Depok: Hilal 

Media, 2015). h. 48. 
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Sayyid Qutbh, Tafsir Fi Zhilalil Qur’ān, Jilid II (Jakarta: Gema Insane, 2001), h. 342. 
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Teuku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadīts, (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 17. 



 

Artinya:“Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli 

(sedang ditawar) oleh saudaranya.” (HR. Bukhari Muslim 

dari Abdullah bin Umar Ra). 

Hadīts di atas menjelaskan bahwa mayoritas ulama memilih 

pendapat haramnya bentuk-bentuk jual beli semacam itu, bahkan 

menganggap sebagai kemaksiatan. Karena transaksi tersebut terjadi 

sebelum terlaksananya transaksi pertama. Kalau transaksi kedua terjadi 

setelah terlaksananya transaksi pertama, sementara si pembeli tidak 

mungkin membatalkan transaksi tersebut.
19

 

 البخاري ومسلم عن عند)رواه اِذَباَيَ عْتَ فَ قُل:لَاخِلابَةََ 
 20عنو( اللهبن عمر رضي  الله

Artinya: “Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: 

“tidak ada tipuan di dalamnya” (HR. Bukhari dan 

muslim dari ibn umar RA). 

Hadīts di atas menjelaskan bahwa praktik mu’āmalah sah oleh 

setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukan kepada maksud yang 

dituju. Semuanya itu dikembalikan kepada ‘urf (adat istiadat). Karena 

Allah SWT tidak menuntut kita ucapan-ucapan tertentu dalam 

bermu’āmalah, tetapi maksud dan tujuan yang jadi ensensinya. Ucapan, 
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Muhammad Mustafa Imarah, Jawahir Al-Bukhari (Libanon: Dar al-Fikr, 1414), h. 665. 
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Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli ..., h. 15. 
20

Al-Imam Mālik bin Anas, al muwaththa‟ ..., h. 97. 



 

bahasa, dan istilah apa saja yang bisa dipahami tujuannya oleh 

masyarakat dapat menjadikan sahnya akad.
21

 

اَ  22رواه أبو داود و الترمذي وابن ماجو()البَ يْعُ عَنْ تَ رَاضٍ إِنَّم   
 

Artinya:“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”. (HR. Abu 

Daud Tirmidzi dan Ibnu Majah). 

Hadīts di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi (akad) harus 

didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau 

kekecewaan salah satu pihak, bila itu trjadi maka transaksinya tidak 

sah.
23

 

c) Ijmā’. 

Ijmā’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara orang Islam 

pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas hukum syar‟i 

mengenai suatu kejadian atau kasus.
24

 Mayoritas ahli ushūl al-fiqh 

setelah al-Syāfi‟ī mengartikan ijmā’, sebagai “kesepakatan ulama atau 

mujtahid mengenai suatu hukum Islam”. Syairozi mengartikan ijmā’ 

sebagai kesepakatan ulama mengenai hukum suatu peristiwa. Al-Ghazāli 

mengartikan sebagai kesepakatan umat Muhammad mengenai urusan 

tertentu agama Islam.
25

 Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan 

jual beli sebagai transaksi rill yang sangat dianjurkan dan merupakan 
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sunnah Rasulullah.
26

 Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah 

sepakat bahwa jual beli boleh-boleh saja dilakukan, asal  dalam jual beli 

tersebut memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam  jual beli. 

Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya.
27

 

c. Rukun dan Syarat Jual Beli. 

 Dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli, agar dapat 

dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan 

syarat tersebut. Secara bahasa, syarat adalah ketentuan (peraturan, 

petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, sedangkan rukun adalah 

yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.
28

 Transaksi jual beli 

merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya 

peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak pembeli, maka dengan 

sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan 

syaratnya jual beli.
29

 

 Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat 

mazhab hanafiyyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut 

mazhab hanaf y̅yah hanya satu, yaitu ij ̅b dan qab ̅l. Menurut mereka, 

yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah 

pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur 

kerelaan berhubungan dengan hati yang sulit untuk diinderakan sehingga 

                                                             
26

Khotibul Umum, Perbankan Syari’ah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan Di 
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tidak kelihatan. Maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan 

kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dapat dalam bentuk 

perkataan (ij ̅b qab ̅) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling 

penyerahan barang dan penerimaan uang.
30

 

 Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 

empat macam, yaitu:
31

 

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

b) Ada shigh ̅t (ij ̅b qab ̅) 

c) Ada barang yang dibeli 

d) Ada nilai tukar pengganti barang  

 Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jaul beli yang 

dikemukakan jumhur ulama adalah dilihat dari subjek jula beli dan abjek 

jual beli.  

1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:
32

 

(a) Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik 

bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal 

maka jual beli yang dilakukan tidak sah.  

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt: 
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                  

                    
 

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari 

hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 

yang baik.”
33

 (Qs. An-Nisa‟ [4]: 5) 

 

(b) Bāligh yaitu menurut hukum islam fikih), dikatakan bāliqh (dewasa 

apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang 

bulan (haidh) bagi anak perempuan.
34

 

Ciri-ciri bāligh yaitu:  

 Ihtil ̅m yaitu keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau 

perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur. 

 Haidh yaitu keluarnya darah kotor dari kemaluan perempuan. 

 Rambut yaitu tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan 

bagi laki-laki maupun perempuan. 

 Umur yaitu umurnya tidak kurang dari 15 tahun. 

  Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil 

adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum 

dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau 

belumhaidh), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut 
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diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya  

untuk barang-barang kecil dan dan tidak bernilai tinggi. 
35

 

(c) Dengan kehendak sendiri atau bukan terpaksa, maksudnya bahwa 

dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak 

melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga 

pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena 

kehendak sendiri. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk 

melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Oleh 

karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak 

sendiri adalah tidak sah.
36

 

(d) Keduanya tidak mubazir atau tidak pemboros. Maksudnya bahwa 

para pihak yang mengingatkan diri dalam transaksi jual beli 

bukanlah orang-orang yang boros (Mubazir), bagi pemboros dilarang 

melakukan jual beli sebab orang yang boros menurut hukum 

dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak 

dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum 

tersebut menyangkut kepentingan semata.
37

 

firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa‟: 5 

                

                   
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Artinya:“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 

baik.” (Q.S. An-Nisa‟: 5). 

 

2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya 

transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:  

(a) Suci atau bersih barangnya, yaitu bahwa barang yang di 

perjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan 

sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
38

 

Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang 

najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, 

karena barang barang tersebut tidak dapat suci dengan samak, 

termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama 

Mālikiyyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk 

berburu, menjaga rumah dan perkebunan. 

   Menurut Imam Hanafī dan Zāhirī, semua barang yang 

memiliki nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu 

mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan 

sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan 

penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan 

sebagai pupuk tanaman. Demikian pula di perbolehkan menjual 

setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan 
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dan minum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan 

untuk cat pelapis serta digunakan mencelup weter.
39

 

  Sebagaimana sabda Nabi Saw:  

عَلَيْوِ اللهُ صَلمى الله  عَنْوُ انَم رَسُوْلَ  اللهُ رَضِيَ  عَنْ جَابِرٍ 
وَرَسُوْلَوُ حَرممَ بَ يْعَ الخمَْرِ وَ الديْتَةِ وَ الله  وَسَلممَ قَالَ :اِنم 

 40( الحنِْزيِْرِ وَ اْلَاصْنَامِ. ) رواه البخارى و مسلم
 

Artinya:“Dari Jabir RA Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya  

Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, 

bangkai, babi dan berhala”. (HR. Bukhari dan Muslim) 

Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, barang 

yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya karena jika membeli 

barang  tidak ada manfaatnya hanya akan menyia-nyiakan harta 

saja.
41

 Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli 

barang-barang yang diharamkan oleh agama seperti khamr 

(minuman keras), babi, dan bangkai. Barang yang dapat 

dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua 

barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang 

yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, serta dipergunakan 

untuk keperluan yang bermanfaat. 
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(b) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang 

melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan 

perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang 

tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. 

dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, dengan demikian 

jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau 

berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian 

yang batal.
42

 

(c) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, tidak  

diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada 

pembeli, seperti menjual ikan yang masih didalam laut, barang 

rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, ataupun barang 

yang sedang dijaminkan. dan barang yang diakadkan harus dapat 

diserah terimakan secara cepat atau lambat. maksudnya bahwa 

barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan baik 

kemampuan yang dapat dilihat mata, maupun kemampuan menurut 

ukuran syarak antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 

Dengan demikian bahwa barang yang dalam keadaan dihipnotis, 

digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual 

tidak mampu untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
43

 

(d) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui, Jual beli 

yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak 
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jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli anak hewan yang masih 

dalam perut induknya, jual beli buah-buahan yang belum jelas 

buahnya (masih dalam putik).
44

 Jadi barang yang diperjualbelikan 

dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-

ukuran lainnya oleh pihak pembeli dan harganya juga harus 

diketahui sifat, jumlah maupun masannya. Jika barang tidak 

diketahui atau salah satu dari keduannya tidak diketahui, maka jual 

beli seperti ini mengandung unsur penipuan. Untuk barang Zimmah 

(dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus 

diketahui oleh pihak berakad.  

(e) Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, 

ialah barang yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan dan 

tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. 

Syarat-syarat ijāb qabūl yang harus diperlukan antara lain:
 45

 

 Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, bahwa 

dalam jual beli pembeli janganlah diam saja setelah penjual 

menyatakan ijābnya, begitu sebaliknya. 

 Dalam jual beli janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara 

ijāb dan qabūl. 

 Kegiatan jual beli harus ada kesesuaian antara ījab dan qabūl. 
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  Ijāb dan qabūl harus jelas dan lengkap, bahwa dalam 

pernyataan ijāb dan qabūl harus jelas, lengkap dan pasti, serta 

tidak menimbulkan pemahaman yang lain. 

 Ijāb dan qabūl harus dapat diterima oleh penjual dan pembeli. 

d. Macam-macam jual beli.  

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:
46

 

1. Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan 

terbagi empat macam:  

a) Bai’ al-Mutlak, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata 

uang. 

b) Bai’ al-Salam atau Salaf, yaitu tukar menukar utang dengan 

barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda 

dengan pembayaran modal lebih awal. 

c) Bai’ al-Sharf, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang 

lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas 

dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini 

memiliki syarat sebagai berikut:  

1) Saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua 

belah pihak, 

2)  Sama jenisnya barang yang dipertukarkan,  

3) Tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya, 

4) Penyerahan barangnya tidak ditunda. 
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d) Bai’ al-Muqayadhah (barter), yaitu tukar menukar harta dengan 

harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama 

dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma 

dengan gandum. 

2. Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi 

tiga macam: 

a) Bai’ al-Musawamah, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa 

menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini 

merupakan hukum asal dalam jual beli. 

b) Bai’ al-Muzayadah, yaitu penjual memperhatikan harga barang di 

pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga 

yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan 

atau disebutkan penjual. 

c) Bai’ al-Amānah, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan 

harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan bai’al-

amānah karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam 

memberitahukan harga asal barang tersebut. Jual beli amānah ada 

tiga yaitu:
 47

  

 Bai’ Murābahah, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan 

harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. 

 Bai’ al-Wadhi’ah, yaitu penjual menjual barangnya dengan 

harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon). 
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 Bai’ al-Tauliyah, yaitu penjual menjual barangnya dengan 

harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau 

menguranginya (rugi).  

3. Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti 

barang terbagi menjadi empat macam yaitu:  

a) Bai’ Munjiz al-Tsaman, yaitu jual beli yang di dalamnya 

disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula 

dengan bai’ al-naqd. 

b) Bai’ Muajjal al-Tsaman, yaitu jual beli yang dilakukan dengan 

pembayaran secara kredit. 

c) Bai’ Muajjal al-Mutsman, yaitu jual beli yang serupa dengan bai’ 

al-salam. 

d) Bai’ Muajjal al-‘Iwadhani, yaitu jual beli utang dengan utang. 

Hal ini dilarang oleh syara’.  

4. Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi empat 

macam,
48

 yaitu: 

a) Bai’ al-Mun’aqid lawanya bai’ al-bathil, yaitu jual beli 

disyaratkan (diperbolehkan oleh syara’). 

b) Bai’ al-Shahih lawannya bai’ al-fasid, yaitu jual beli yang 

terpenuhi syarat sahnya. 
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c) Bai’ al-Nafidz lawannya bai’ al-mauquf, yaitu jual beli shahih 

yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti 

baligh dan berakal. 

d) Bai’ al-Lazim lawannya bai’ ghair al-lazim, yaitu jual beli shahih 

yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini 

disebut juga dengan bai’ al-jaiz. 

  Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili macam-macam jual beli 

terbagi  menjadi tiga macam sebagaimana dikutip dalam buku karangan 

khumedi ja‟far,
49

 yaitu: 

1) Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli aqad (penjual dan 

pembeli), antara lain: 

a) Jual beli orang gila yaitu bahwa jual beli yang dilakukan orang 

yang gila tidak sah, begitu juga jual bei orang yang sedang mabuk 

juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal. 

b) Jual beli anak kecil yaitu bahwa jual beli yang dilakukan anak 

kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam 

perkara-perkara yang ringan. 

c) Jual beli orang buta Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang 

dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak 

sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yag jelek 

dan yang baik, bahkan menurut ulama Syāfi‟iyyah walaupun 

diterangkan sifatnya tetap dipadang tidak sah. 
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d) Jual beli Fudhlul Adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin 

pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang 

demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak 

orang lain (mencuri). 

e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) 

Adalah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang 

baik karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang tidak sah, 

sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya 

dipandang tidak dapat dipegang. 

f) Jual beli Malja’ Adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang 

sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut 

kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal 

sebagaimana yang terjadi pada umumnya. 

2) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang di 

perjualbelikan), antara lain:
 50

 

a) jual beli Gharar 

Yaitu jual beli yang dilarang oleh Agama Islam karena 

barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan 

barang tersebut diperoleh dari barang cucian atau barang titipan 

yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Se 

mentara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda 

seseorang itu tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur 
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dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah 

batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar yang 

mengandung kesamaran. Jadi Jual beli yang demikian tidak sah. 

  Hal ini sebagaimana Sabda Nabi:  

ُُرُوْر  )رواه امدلَا تَشْتَ رُوْ الشممَكَ فِ  ِِ فَاَِّموُ   51( لْمَا

Artinya:“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual 

beli seperti ini termasuk gharar (menipu). (HR. Ahmad) 

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan  

Yaitu jual beli barang yang tidak dapat diserahkan , seperti 

burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang 

tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan 

yang pasti. 

c) Jual beli Majhul  

Merupakan Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual 

beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang 

baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut 

jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan 

di antara manusia. 

d) Jual beli sperma binatang  

Yaitu Jual beli sperma (mani) binatang seperti 

mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat 

keturunan yang baik adalah haram.
52
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صَلمى االلهُ قَالَ ََّ هَى رَسُوْلُ  عَنْوُ االلهُ عَنْ ابِْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
53()رواه البخارىعَلَيْوِ وَسَلممَ عَنْ عَسْبِ الْفَحُلِ  اللموُ   

 

Artinya:“Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah Saw telah 

melarang menjual sperma (mani) binatang”.(H.R. 

Bukhari) 

e) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur‟an).  

Yaitu jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh 

agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram. 

f) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. 

Jual beli yang demikian ini adalah haram, sebab barangnya belum 

ada dan belum tampak jelas.
54

 

Sebagaimana saba Nabi: 

االلهُ  صَلم االلهُ عَنْوُ انَْ رَسُوْلَ  اللهُعَنْ ابِْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
رواه البخارى عَلَيْوِ وَسَلممَ ََّ هَى بَ يْعِ حَيْلَ الْحبََ لَةِ )

 55(ومسلم
 

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah Saw telah melarang 

penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan 

induknya”. (H.R. Bukhari dan Muslim) 
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g) Jual beli Muzābanah  

Merupakan jual beli buah yang basah dengan buah yang 

kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang 

basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan 

pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang. 

عَلَيْوِ  االلهُ  صَلمىرَسُوْلَ  االلهُ  انَم  عَنْوُ  االلهُ عَنْ ابِْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
56(مسلمرواه البخارى و بَ لَةِ )وَسَلممَ ََّ هَى بَ يْعِحَيْلَ الحَْ   

 
Artinya:“Dari Anas RA, ia bersabda : Rasulullah Saw melarang  

jual beli Muhāqallah, Mukhādharah, Mulāmassah. 

Munābadzah, dan Muzābanah”. (HR. Bukhari dan 

muslim). 

h) Jual beli Muhāqallah.  

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau 

kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama. 

Karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).
57

 

i) Jual beli Mukhādharah  

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk 

dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang 

masih kecil dan lain sebagainnya. Jual beli seperti ini dilarang 

oleh agama, sebab barang tersebut masih samar belum jelas), 

dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin 
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sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan 

kekecewaan salah satu pihak. 

j) Jual beli Mulāmassah  

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan 

seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki 

(memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu.jual 

beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung  

tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan 

kerugian padasalah satu pihak. 

k) Jual beli Munābadzah  

Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, misalnya seseorang 

berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti 

kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi 

lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beliseperti ini 

juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat 

merugikan salah satu pihak.
58

 

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijāb qabūl) 

a) Jual beli Mut’āthah  

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan 

pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak 

memakaiijāb qabūl, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, 

karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. 
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b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijāb dan qabūl.  

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara 

ijāb dari pihak penjual dengan qabūl dari pihak pembeli, maka 

dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk 

meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang. 

c) Jual beli Munjiz  

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat 

tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual 

beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan 

dengan syarat dan rukun jual beli. 

d) Jual beli Najasyī 

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 

melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang 

agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti 

ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan 

(bukan kehendak sendiri).
59

 Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

 .عَلَيْوِ وَسَلممَ عَنِ النمجَشِ االلهُ صَلمى  االلهِ  ََّ هَى رَسُوْلُ 
 60()رواه البخارى و مسلم

Artinya:“Rasulullah Saw telah melarang melakukan jual beli 

dengan Najasyī”. (HR. Bukhari dan Muslim) 
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e) Menjual di atas penjualan orang lain  

  aksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan 

cara menurunkan harga, selain orang itu mau membeli 

barangnya.Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

عَلَيْوِ وَسَلممَ وَلايَبَِيْعُ الرمجُلُ عَلَى االلهُ صَلمى  االلهِ  قاَلَ رَسُوْل
 61()رواه البخارى و مسلم بَ يْعِ اَخِيْوِ 

Artinya:“Rasulullah Saw bersabda: seseorang tidak boleh menjual 

atas penjualan orang lain”.(HR. Bukhari dan muslim).  

f) Jual beli di bawah harga pasar  

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara 

menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar 

dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, 

kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli 

seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat 

merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. 

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

 عَلَيْوِ وَسَلممَ لَايبَِيْعُ حَاضِر  لبَِادٍ االلهُ صَلمى  االلهِ  قَالَ رَسُوْلُ 
 62رى و مسلم()رواه البخا
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Artinya:“Rasulullah Saw bersabda : tidak boleh menjualkan orang 

hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru 

datamg)”. (HR. Bukhari dan Muslim). 

g) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain. 

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu 

nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli 

seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan 

persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di 

antara pedagang (penjual).
63

 

e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli. 

  Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah 

Allah SWT ciptakan, sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, 

kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di 

antara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling 

tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak 

disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka 

tentunya akan menimbulkan kemudaratan dan kerusakan bagi kehidupan 

mereka terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, 

maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. 

Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keluasan kepada 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia 

berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu 
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tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. Islam juga telah 

mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari 

harus ada jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan 

pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara 

paksa.
64

 

Dengan demikian terdapat manfaat dan hikmah jual beli antara lain 

sebagai berikut: .
65

   

a) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada 

dengan jalan suka sama suka. 

b) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal. 

c) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta 

yang diperoleh dengan cara bāthil. 

d) Dapat ikut memenuhi hajat hidup masyarakat. 

e) Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi 

jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan 

ridha terhadap anugerah Allah SWT. 

f) Dapat menciptakan hubungan silatuhrahmi dan persaudaraan 

antara penjual dan pembeli. 

2. BAI’ AL-TALJI’AH 

a. Pengertian Bai’ Al-Talji’ah 

 Al-Talji’ah menurut bahasa (paksaan) dan (darurat), yaitu jika 

penjual dan pembeli berpura-pura melakukan transaksi jual beli, namun 
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sebenarnya dalam hatinya tidak ingin melakukannya karena takut pada 

orang yang zalim dan lain sebagainya dalam rangka menghindarkan diri 

dari kezaliman. Sedangkan menurut istilah adalah pedagang yang 

terpaksa menjual barang dagangannya agar cepat habis dengan tujuan 

agar terhindar dari kejahatan orang yang zalim.
66

 

Bai’ Al-Talji’ah merupakan suatu bentuk jual beli yang dilakukan 

oleh seorang penjual yang dalam kondisi terdesak ( terpaksa) untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dalam keseharian dengan harga dibawah 

atau diatas yang sebenarnya karena khawatir hartanya diambil orang lain. 

Atau harta yang masih dalam suatu sengketa sehingga agar tidak 

mengalami kerugian, harta tersebut dijual kepada pihak lain. Pilihan 

untuk menjual barang di latarbelakangi oleh tujuan untuk menyelamatkan 

hartanya atau mendapatkan keuntungan lebih sebelum harta dibagi 

dengan pemilik lainnya. Jenis jual beli seperti ini termaksud jenis jual 

beli yang dilarang dalam islam, karena dapat menimbulkan kerugian 

pada salah satu pihak, terutama pihak pembeli.
67

 

  Bahkan dalam fiqih islam dikenal dengan istilah “al-Hajru” yaitu 

pencegahan atau menahan seseorang untuk melakukan transaksi atau 

membelanjakan hartanya (termaksud menjual) karena dianggap belum 

cakap, demi menjaga keselamatan harta benda tersebut. Pada dasarnya, 

Al-Hajru ini sering disebut atau dikaitkan dengan persoalan 

ketidakcakapan seseorang dalam melakukan transaksi jual beli, karena 
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pelakunya masih terlalu kecil, gila atau dalam kondisi tertentu yang tidak 

memungkinkan untuk melakukan transaksi secara sadar dan bertanggung 

jawab serta dapat mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan 

maupun pihak lain.
68

 

Ketika bai’ al-Talji’ah dilakukan ada 2 kemungkinan yang terjadi,  

a. Terpaksa jual beli 

Misal karena ada gangguan dari orang lain terhadap barangnya. 

seperti, seseorang menjual motor karena ada yang berencana 

merampasnya. Bisa jadi dibalik transaksi penjual dan pembeli sepakat 

membatalkan akad secara rahasia. Jika yang mau merampas barang 

sudah pergi. 

b. Terpaksa terkait hak suf‟ah 

  Ini terkait hak suf‟ah, misalnya A memiliki tanah berdampingan 

dengan B. Lalu A menjual ke C, tanpa memberi tahu  B. Dalam hal ini,  

B memiliki hak suf‟ah, karena dia yang paling berhak terhadap tanah 

itu. Sehingga B boleh membeli kembali dari C secara paksa.
69

 

b. Dasar Hukum Bai’ Al-Talji’ah 

Dalil Hukum Islam yang berhubungan dengan diharamkannya Bai’ 

Al-Talji’ah  adalah sebagaimana firman Allah Q.S an-nisa‟: 29 
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                    

                     

            
Artinya:“wahai orang-orang yang berima, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh allah maha penyayang 

kepadamu. (Q.S an-nisa‟: 29.) 

 

Ayat di atas menunjukan bahwa setiap jual beli yang didasari karena 

keterpaksaan bukan pada haknya menurut syara‟, maka dikatagorikan 

memakan harta manusia secara batil, karena ketiadaan syarat sahnya jual 

beli, yaitu adanya keridhaan kedua belah pihak. Jual beli ini dikatakan 

tidak sah karena kedua belah pihak („ ̅qidain) tidak bermaksud melakukan 

transaksi jual beli, maka keduanya seperti orang yang bersenda gurau.
70

 

Jumhur ahli fiqih mensyaratkan, orang yang melakukan akad harus bebas 

memilih dalam menjual belikan kekayaannya. Jika ada pemaksaan tanpa 

haknya menurut syara‟ tergolong perbuatan zalim. Sedangkan perbuatan 

zalim itu diharamkan oleh agama. Adapun jika sesuai dengan haknya, 

maka hukumnya boleh. Hal ini dianalogikan kepada pemaksaan kafir 

harbi(orang kafir yang memerangi atau memusuhi) atau orang murtad 

untuk masuk agama islam.
71 
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 Al-muwaffiq  Ibnu Qudamah berkata, “jual beli talji’ah adalah jual 

beli yang batil, karena orang yang melakukan akad tidak bermaksud 

melakukan jual beli, maka tidak sah akad dari mereka berdua. Hukum 

mereka berdua seperti dua orang yang sedang becanda. 

Al-Bahuti juga berpendapat “ jika kedua belah pihak ( penjual dan 

pembeli) atau salah satu dari keduanya dipaksa, maka tidak sah jual 

belinya, kecuali sesuai dengan haknya seperti seorang hakim memaksanya 

untuk menjual barangnya dengan tujuan agar hutangnya dibayar.”
72

 

B. Tinjauan Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa 

penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul Bai’ Al-Talji’ah,  

Skripsi yang dibuat oleh Mariyansyah, pada tahun 2019, Fakultas 

Hukum Ekonomi Syari‟ah (Mu‟amalah), UIN Raden Intan Lampung yang 

berjudul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli 

Pepaya yang Terikat Harga pada Pengepul.” (Studi Di Pekon Way Kerap 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus). Berdasarkan Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan pengepul yang terjadi di dipekon 

way kerap kecamatan semaka kabupaten tanggamus tidak memberikan 

keuntungan harga bagi petani. Harga yang tetapkan oleh pengepul  sama 

sekali jauh dari prinsip keadilan harga. Pengepul melakukan kecurangan 

harga yang mana pengepul membedakan harga antara petani yang 

meminjam modal dan petani yang tidak meminjam modal. Karena dalam 
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hal ini pengepul hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa 

memikirkan kesejahteraan petani. Sedangkan dalam pandangan hukum 

islam pelaksanaan jual beli pepaya terikat harga yang dilakukan pengepul 

tidak sejalan dengan prinsip islam dimana seharusnya sesama umat 

beragama harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak 

merugikan satu sama lain.
73

 

Skripsi yang dibuat oleh Faisal Agnia, pada tahun 2017, fakultas 

hukum ekonomi syari‟ah (mu‟amalah), UIN Sunan Kalijaga yang 

berjudul: “Jual Beli Makanan dan Minuman Secara Paksa di jalan Legok-

Conggeang Kabupaten Sumedang (Studi Perspektif Sosiologi Hukum 

Islam)”. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

diketahui bahwa faktor utama yang melatarbelakangi adanya permasalahan 

di jalan legok-conggeang  yaitu karena faktor ketidakadilan dan bentuk 

ganti rugi atas rusaknya lingkungan dan kenyamanan masyarakat 

setempat, sehingga masyarakat setempat sepakat melakukan jual beli 

paksa bagi para konsumen untuk membeli barang dagangan penjual yang 

berada dijalan legok-conggeang. Dimana para konsumen tersebut 

merupakan supir  yang mengangkut pasir dan melewati jalan tersebur. Hal 

ini dilakukan karena  Dengan adanya truk pasir yang setiap hari beroprasi, 

jalanan menjadi rusak dan berdebu serta menimbulkan kebisingan yang 

membuat tidak nyaman.  Secara hukum Islam praktek jual beli ini memang 
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tidak sesuai dengan sebagai mana mestinya, karena dalam transaksi jual 

beli ini terdapat unsur paksaan dan dan membuat konsumen atau supir truk 

tersebut merasa dirugikan dan bangkrutnmya penambang pasir akibat 

adanya jual beli tersebut.
74
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